LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT I SUKOHARJO
NOMOR : 15 TAHUN 1991 SERI D NO. 7

\1

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
NOMOR : 27 TAHUN 1990

TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

Menimbang : a. bahwa air bersih adalah merupakan ke

butuhan pokok masyarakat dalam memenuhi

kebutuhan hidupnya;

b. bahwa untuk menjamin daya guna dan
hasil guna yang sebesar-besarnya atas
pengelolaan air minum yang ada di dae -
rah Kabupaten Sukoharjo perlu dibentuk/
didirikan Perusahaan Daerah Air Minum;

c. ba*wa untuk itu perlu diatur dalam Per-

aturan Daerah.
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Mengingat : 1. Undang-undang Nomor S Tahun 1974 tep _
tang pokok-pokok Pemerintahan di Daeray,.

2. Undang- undang Nomor 13 Tahun 1950 tepn.
tang Pembentukan Daerah-daerah Kabupa _
ten dalam Lingkungan Propinsi Jay,

Tengah;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 ten -
tang Perusahaan Daerah jo Undang-undang
Nomor 6 Tahun 1969 tentang pernyataap
Tidak Berlakunya Berbagai Undang-undang
dan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-undang;

4. Undang - undang Nomor 11 Tahun 1974 ten -
tang Pengairan; |

5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Kepegawaian;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1
Tahun 1983 tentang Pedoman Ker jasama
antara Perusahaan Daerah dan Pihak
ketiga;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1
Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan
dan . Pengawasan Perusahaan Daerah di
Lingkungan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Ndmr
690. - 1572 Tahun 1985 tentang Ketentuan
ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi
dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air
Minum;

9. Keputusan bersama Menteri Dalam Negerl
dan Menterj Pekerjaan Umum ,Nomor
Tahun 1984 Nomor 26/KPTS/1984 tentang
Prosedur Pengusulan Pengadaan Proyek
Air Bersih Pengelolaan sementara dan
Penyerahan Pengelolaannya;
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10. Keputugan bersama Menteri Dalam Negeri dan
Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4 Tahun 1984

"' tentang Pembinaan Perusahaan Daerah Air
Minum " ;

11. Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri
dan Menteri ,Pekerjaan Umum Nomor 5
Tahun 1985 Nomor 28/KPTS/1984
tentang Pedoman Struktur dan Perhitung-
an untuk menentukan tarip Air Minum
dari Perusahaan Daerah Air Minum dan
Bahan Pengelolaan Air Minum;

12. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
193/KPTS/1987 tentang Pembentukan Badan
Pengelola Air Minum Kabupaten Daerah
Tingkat II Sukoharjo.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabu
paten Daerah Tingkat II Sukoharjo

|

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT
I1 SUKOHARJO TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT

11 SUKOHARJO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
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Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten
. Pemer .
Daerah Tingkat II Sukoharjoj

Bupati Kepala Daerah adalah Bupa.t_i Kepala Daergh
' Katglpaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwaki-

lan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Suko -
har jo;

e. Dinas Kesehatan adalah Dinas kesehatan Kabu

paten Dge.
rah Tingkat II Sukoharjo;

Bagian Perekonomian adalah Bagian Perekonomian pada
Sekretariat Wilayah/D

erah Tingkat II Sukohar jo;

- Inspektorat Wilay

4
ah Kabupaten adalah Inspektorat Wila-
layah Kabupaten D

aerah Tingkat II Sukohar jo;

- Bagian Hukum adalah Bagian Hukum pada Sekretariat
Wilayah/Daeran Tingkat II Sukohar jo;

L. Perusahaan Daeran iy Minum
Air Minum Kab

adalah Pery
upaten Daerah sahaan Daerah

Tingkat 17 Sukohar jo;

Ngawas Perusahaan

°rah Tingkat 1T Suke -
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BAB I

PENDIRIAN, NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

perusahaan Daerah Air Minum didirik ‘
(1) Daerah Tingkat IT Sukoharjo; an di Kabupaten

(9) Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana tersebut
ayat (1) Pasal ini diberi Nama Perusahaan Daerah
Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat I Sukohar jo.

Pasal 3

(1) Perusahaan Daerah Air Minum berkedudukan dan berkan
tor Pusat di Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat IT
Sukoharjo dan dapat mendirikan Cabang-cabang serta

~ Perwakilan ditempat lain dalam Wilayah Kabupaten
‘Daerah Tingkat II Sukoharjo.

(2) Pendirian- Cabang-cabang serta Perwakilan sebagai -
mana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan

Keputusan Bupati Kepala Daerah atas usul Direksi
dengan pertimbangan Badan Pengawas.

BAB III
SIFAT, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA PDAM

Pasal 4

S.ifa-t Perusahaan Daerah Air Minum adalah memberikan
Jasa dan menyelenggarakan kemanfaatan umum.
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Pasal o

Tujuan Perusahaan Daerah Air Minum adalah memberjy,
pelayanan air minum bagi seluruh masyarakat Secara adi)
dan merata secara terus menerus yang memenuhi syargt_

syarat kesehatan.

Pasal 6

Perusahaan Daerah Air Minum dalam melayani Air Miny
bagi masyarakat mempunyai lapangan usaha :

a. Membangun, memelihara dan menjalankan operasi sarang
penyediaan Air Minum;

b. Mengatur, menyempurnakan dan mengawasi pemakaian air
secara merata dan efisien;

c. Menyelenggarakan pengaturan untuk mencegah adanya
pengambilan air secara liar;

d. Menyelenggarakan pelayanan air minum kepada masyara-
kat secara tertib dan teratur;

BAB IV
STRUKTUR ORGANISASI,TATAKERJA DAN PERMODALAN

Pasal 7
Struktur organisasi dan tatakerja di Perusahaan Daerab
Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjoterdiri
dari :

a. Badan Pengawas;
b. Direksis;

c. Unsur-unsur Staf.
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Di]‘Gl{Si L

3.
b.

Cl

Pasal g

erdiri dari

pirektur Utama;
pirektur Bidang Umum;

pirektur Bidang Teknik.

Pasal 9

pirektur Utama mempunyai tugas :

a.

Direktur Utama mempunyai tugas sebagaimana dimaksud
didalam Pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan
Dacrah tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air
Minum;

. Dalam menjalankan tugasnya Direktur Utama bertangsurg

jawab kepada Bupati Kepala Daerah;

. Direktur Utama wajib mengadakan rapat pada waktu

tertentu untuk membahas secara menyeluruh penyeleng—
garaan tugas dan urusan unit-unit Perusahaan Air
Minum;

. Apabila Direktur Utama berhalangan untuk menjalankan

tugas pekerjaannya maka Bupati Kepala Daerah dapat
menunjuk seorang penggantinya :
1. Salah satu Direksi yang ada;

2. Apabila Direksi tidalk tadda mal;ab ;taalfnl; aseggirsi
i - pangkat dan Ja
i WL Ml ktur Utama.

mampu dapat mewakili tugas Dire
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Direktur Bidang Umum mempunyal

da.

Pasal 10
tugas -

dan mengendalikan kegiatan g

: inasikan .
Mengkoordinas veuangan, kepegawaian dan kese_

bidang administrasi,
kretariatan;

Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pengads
an dan pengelolaan perlengkapan;

Merencanakan dan mengendalikan sumber-sumber penda -
patan serta perbelanjaan dan kekayaan perusahaan;

Mengendalikan uang pendapatan, hasil penagihan reke-
ning penggunaan air dari pelanggan;

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Direktur Utama;

Dalam menjalankan tugas Direktur Bidang Umum Bertang
gung jawab kepadz Direktur Utama.

Pasal 11

Direktur Bidang Teknik mempunyai. tugas :

a.

C.

d.

e.

Mengkgo?dinasikan dan mengendalikan kKegiatan-kegia -
tan-dlbldang »_perencanaan, teknik, produksi, distri
husi, dan peralatan teknik;

. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pemeliharaan

instalasi i i .
tana%1a81 produksi sumber mata air dan sumber mata air

Mengkoordinasikan kesiatan-kegi 3
: S22 = latan -
latan teknik dan bahan-bahan himia; - C 0 o Per2

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Direktur Utama;

dalam menjalankan tugas Direktur Bid i
_ ang Teknik ber -
tanggung jawab kepada Direktur Utama. ¢ ’
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Pasal 12

Umum membawahi :

Pasal 13

jan Keuangarl mempunyai tugas : |
%Me“gendalikan kegiatan-kegiatan dibidang keuangan;

program pendapatan dan pengeluaran keuangan;

b Mengatur
Merencanakan dan mengendalikan sumber pendapatan
Cs

serta perbelanjaan dan kekayaan perusahaan;

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
atasan;

e Bagian kcuangan dipimpin oleh seoran
?(irglg dalam menjalankan tugasnya bertanggung
kepada Direktur Bidang Umum.

g Kepala Bagian
jawab

Pasal. 14

Bagian Langganan mempunyai tugas °

. ‘reg data
2 Melakukan penyaluran meter ail dan memeriks
Penggunaan air berdasarkan meter; d
an ganan an
Yenyelenggarakan pemasaran; pemya;lizn ;1 &
M engurus penagihan rekening langg

, an
: Men.yelenggaraka_n fungsi-flmgsl pilg data 1angganall
Pengelolaan rekening dan pengelo-d
hgens.’elénggau'akan fungsi pengawasfaﬂm
a.lla_n meter air dan adﬂlinistra_'Slf :
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e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Oley

f.

atasan/pimpinan;
Bagian pelayanan langganan dipimpin oleh Kepy,

Bagian dan dalam menjalankan tugasnya bertanggu“g
jawab kepada Direktur Bidang Umum;

Pasal 15

Bagian Umum mempunyai tugas :

a.

Mengendalikan dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatgp

dibidang administrasi, kepegawaian serta kesekrets -
riatan ;

. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dibidang kerumah-

tanggaan, Peralatan Kantor dan Perundang-undangan;

- Mengurus perbekalan material dan peralatan teknik;

Mengadakan pembelian barang-barang yang diperlukan
perusahaan;

- Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Bagian dan dalam

menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Direk-
tur Bidang Umum.

Pasal 16

Direktur Bidang Teknik membawahi :

Q. 0 T

- Bagian Produksi ;

. Bagian Distribusi; |

Bagian Perencanaan Teknik;
Bagian Peralatan Teknik,
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Paga) 17

Ragian Produksi mempunyai Lugas

a. Menyelenggarakan pengendalian atas  kualit
kuantitas produksi air, termagyk Dr-,-nyur-;ur;?'m o

kebutuhan material produks ;

dan
rencans,

b. Mengatur,_ menyelelenggarakan fungsi-fungsi mekanik
mesin, ketenagaan, kualitas serty J.a.bora.fdrjum E
ratorium;

c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang

. diberi. ..
atasan/pimpinan; rikan oleh

d. Bagian produksi . dipimpin oleh seorang Kepala Bagian
dan . dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawah
pada Direktur Bidang Teknik.

Pasal 18
Bagian Distribusi mempunyai tugas :
a. Mengawasi pemasangan dan pemeliharaan pipa-pipa dis-
tribusi dalam rangka pembagian secara merata dan te-

rus menerus serta melayani gangguan;

b. Mengatur, menyelenggarakan fungsi pipa/jaringan,
pipa pompa tekan dan pelayanan gangguan;

C. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh atasan;
d. Bagian Distribusi dipimpin oleh Seorang Kepala Bagi-

an dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab
kepada Direktur BagianTeknik.
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Pasal 19
Hagian Perencana Teknik mempunyai tugas :

a. Mengadakan persediaan cadangan air minum gung kepar}
. . . p= ]
an distribusi; I
b. Merencanakan pengadaan teknik bangunan air min
serta mengendalikan kualitas dan kuantitas termy
suk menjamin rencana kebutuhan;

um

-~

€. Mengadakan penyediaan sarana air minum untuk pro

gram-program penyambungan dan pengawasan pendistp;_
busian;

d. Membantu Direksi dan memberikan saran-saran dan
pertimbangan kepada Direksi;

e. Bagian Perencanaan Tehnik dipimpin oleh Kepala Bagiay
dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawa
kepada Direktur Bidang Tehnik.

Pasal 20
Bagian Peralatan mempunyai tugas :
a. Mengurus perbekalan material dan peralatan teknik;

b. Mengetes, meneliti dan menilai peralatan teknik
sesuai dengan kebutuhan Perusahaan;

c. Membantu dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan
oleh atasan;

d. Bagian Pcralatan Teknik dipimpin oleh Kepala Bagian
dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab
kepada Direktur Bidang Tehnik,
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(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Py

al 21
y s ~f a5 aAcira bk ¢

Mﬂd”l Perusahaan Dacpgp Ay Mi

ad v *N:E = g (ST &
ri dari kekayaan Pemerintap, Daery) ribny; orol

akzrar /'(}n,f_f r}, ,'
- L N¥a

Moda ! Perusahaan Dacpgh Air Minum

i ' " ’ i ) '-’;f',’-[ y ' AL P
pasal ini dengan Persatujuay, Desyar eOt Ayat. (1)

E s T TN PR
f TWarilan p,

jat Dacrah dapat ditamhap darj [y e b
Anggaran Kou.a.nga.n l)a.er'a.h, peny '-r't;,f'/ l.-l,:h;:r, sebagian
tah dan Pinjaman. JERMAAN Moda) Pegerin,

semua alat likuid yang herbent,, .
pan di Bank Pemerintah uk uan

Kepala Daerah.

g tunai dizim _

yang d itunjuk o] eh

oupati

BAB ' v -

PENGANGKATAN. DAN PEMBERHENTIAN
DIREKSI

Pasal 22

Direksi Perusahaan Daerah Air Minum diangkat oleh
Bupati Kepala Daerah untuk masa jabatan 4 (empat)
tahun berdasarkan syarat-syarat kemampuan dan keah-
lian dalam bidang pengelolaan Perusahaan serta
Syarat-syarat lainnya yang diperlukan untuk menun -
Jjang kemajuan Perusahaan yang dipimpinnya dan sesai
dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Sebelum dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Kepala
Daerah tentang Pengangkatan Anggota Direksi terlebih
dahulu dimintakan Persetujuan Prinsip kepada Guber-
nur Kepala Daerah dengan dilampiri :

a. Daftar Riwayat Hidup lengkap yang memuat pendidi
kan dan pengalaman kerja;
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ati Kepala Dacrah vane
I, Surat Pernyvatann fapatl Koy Jatlf

s ey
(nkan balwa calon anggota Direksi yang dl”V”Ié“
Cldake mempunyai hubungan ke luarga wnmpn; d“VWuJ
ket b, btk menural garis Hlﬁnﬂ ML kﬁqﬂm
plng termasuk menantu dan ipar;

o Pendapat saran-saran dan I"ﬁ“l““””uﬁﬂl lninu%|

atas calon-calon, yang diusulkan;

() Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pasal ini adalah :

a. Syarat Unum

. Warga Negara Indonesia;

. Bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

.+ Setiadan taat  kepada Pancasila dan Undang.
undang Dasar 1945;

4. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintap

Republik Indonesia;

O. Mempunyai rasa Pengabdian kepada Negara day

bangsa terutama kepada Pemerintah Daerah;

6. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Ke
san Pengadilan;

- Tidak pernah terlibat langsung maupun tidak
langsung setiap kegiatan yang mengkhianati
Negara RI yang berdasarkan Pancasila dan
Undang-undang Dasar 1945, seperti G.30 S/PKI
atau organisasi terlarang lainnya;

. Sehat jasmani dan rohani serta berumur tidak
melebihi 55 tahun dan mempunyai pengetahuan,

keckapan dan pengalaman di bidang pengelolaan
Perusahaan/teknis air minum.

L3O =

putg

b. Syarat-syarat khusus :

T. Mempunyai kepribadian dan sifat-sifat kepemim
pinan ;
o

Mempunyai pengetahuan, kecakapan dan pengalam

an pekerjaan dibidang pengelolaan perusahaan/
tehnis air minum;

3. Berwibawa dan Jujur;
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4. Disumpah dan  dijanq i J¢

Daerah; Oleh Bupat i Keriaia
5. Syarat-syarat lain yap, ditentuk;
Kepala Daerah, Cntukan o]y Bupst i
(4) permohonan persetujuan prips D) pelE Sene 3
" ipni, disampaikan kepada Bupati ke < dayat (2) Pagaj
A * WA Y

(5)

pat-lambatnya 3 (tiga) bulan gpoleH Daerah se]am.

gota Direksi yang lamg berakhir

Anggota Direksi tidak
jabatan rangkap sebagaimg

ad.

. Jabatan Struktufal dan Fun

belum Jabatan ang _
Toy

dlbenarkan untulk

memangki
na tersehyt dibawa i

h ini :

lainnya yang berhubun
SemiEahERn: 820 dengan pengelolaan

gsional lainnya dalam

Instansi dan atau lembaga Pemerintan Pusat dan

Daerah;

Jabatan lain sesuai dengan ketentuan dalam Pera-

-turan Daerah dan Ketentuan Pefaturan Perundanc-
(=]

-

undangan yang berlaku.

(6) Gaji dan penghasilan lainnya dari anggota Direksi
ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul
Badan Pengawas.

(1)

Pasal 23

Anggota Direksi diberhentikan atau dapat diberhenti
kan oleh Bupati Kepala Daerah, meskipun jabatannya
b elum berakhir, karena :

d.

b.
CQ

. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia

Meninggal Dunia;

Permintaan sendiri; .
Melakukan sesuatu atau bersikap merugikan peru
sahaan Daerah atau bertentangan dengan kepenting

an Nepgra :

tidak dapat
melaksanakan tugasnya secara wajar.
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- -] 4 ( w11 ‘i : ':.(1 i B "_'; nY oY :
(2) Khusus daiam hal diduga terdapat U indakan tersepy,,

(3)

(4)

dalam ayat (1) huruf c I-‘uszl..! ini, Al?ggota Direkg;
yang bersangutan dibet'hen.t;l.lf:'a.n 'untuk ‘sementzzu--a
dari  tugasnya oleh Bupati Kepala Daerah sesuyg;j
dengan usul Badan Pengawas.

Pemberhentian sementara itu diberitahukan secary
tertulis kepada Anggota Direksi }./ang'bersangkutan,
Radan Pengawas dan Anggota Direksi 1alnnya_ disertaj
alasan-alasan yang menyebabkan pemberhentian geo _

mentara tersebut.

Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagai -
mana tersebut ayat (3) Pasal ini dilakukan sebagaj
berikut :

a. Anggota Direksi yang bersangutan diberi kesempat
an untuk membela diri dalam suatu sidang yang
diadakan untuk itu oleh Badan Pengawas dalam
waktu 1 (satu) bulan sejak Anggota Direksi ter -
sebut diberitahukan tentang pemberhentian semen-
tara,. _
Jika Anggota Direksi yang bersangkutan tidak
hadir dalam persidangan tersebut, yang bersang -
kutan dianggap menerima apapun yang diputuskan
oleh Badan Pengawas;

b. Dalam sidang itu Badan Pengawas memutuskan apa -
kah Anggota Direksi yang bersangkutan tetap
diusulkan untuk diberhentikan ataukah pemberhen-
tian sementara itu dibatalkan dan segera menyam-

paikan keputusannya secara tertulis . kepada
Bupati Kepala Daerah; .

C. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterima
hya keputusan sidang tersebut dalam huruf b ayat
ini Bupati Kepala Daerah mengeluarkan keputusan
dan pemyampaian secara tertulis kepada Anggota
direksi yang bersangkutan, Badan Pengawas dan
Anggota Direksi lainnya.

Dalam hal pemberitahuan tersebut diatas tidak
dilakukan dalam waktu yang ditentukan, maka |
ngnherhentian. sementara 5 ty.menjadi batal ‘menurit

a7 e, Ay
ENNUS
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Pasal ini dan Keputusg

oleh Bupati Kepalag py
menjadi batal menurut huiﬂi? yang bersangkutan

" (4) huruf c Pasal inj

oleh Dl:;i)rekSi yang bersangkutan ataupun oleh
Badan rengawas, maka pingk yang bersangkutan
dapat mengajukan permohonan banding secara ter —
tulis kepada Instansi atasap dengan disertai
la}:1a.sa;:.n-a.lc’:lai»al.tltcifilam waktu 2 (dua) minggu setelah
eputusan tentang pemberhentian t '
St ermaksud dite -
Instansi atasan mengambil ke
. . putusan terhad

banding 1itu Sglambat—lambatnya dalam Wakhiag
(dua) bulan sejak surat banding diterimanya.

Keputusan tersebut mengikat semua pihak
bersangkutan. o vane

f. Apabila Instansi atasan tidak mengambil keputus-
an terhadap permohonan banding tersebut dalam
waktu yang ditetapkan dalam huruf a ayat ini, ma
ka Keputusan Bupati Kepala Daerah tersebut/men-
jadi batal menurut hukum sehingga permohonan
banding yang bersangkutan dianggap diterima.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 24
(1) Pada setiap Perusahaan Daerah dibentuk Badan Penga-

was yang bertanggung jawab kepada Bupati Kepala
Daerah.
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o aviel (1 ey e
(2) Pengecualion sebagz imana (I.In'ulIi.-‘l'l;l'r'.]i;vrlt,llh 1l)nl'iuill|";|| hy
harus dimintakan persetujuan L iy
pejabat yang berwenang « |
hertugas untuk melaksanakan Pengay,,
perusahaan Dacrah anm“”w”m
n dan Anggaran l)(:l“ljﬁi?LflIl?trJ, '

(3) Badan Pengawas
terhadap pong(‘.Iol.:m.n,
1%&Mumnmu1RmumnnlunJ

Pasal 25

e : san melaksanakan tugas, wewenang dan tgp,
gﬁg;n ?ﬁgiiﬁiz sesuai’ dengan ketentuanmketgntuan ya;,
berlaku terhadap perusahaan Daerah dan _ men,]algnkan ke..
putusan-keputusan serta petunjuk-petunjuk dari Bupgy;
Kepala Daerah.

Pasal 26
Badan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya berkewajibanﬂ

2. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati Kepala
Daerah mengenai rancangan rencana kerja dan Anggaran

Perusahaan serta perubahan/tambahannya, dan laporan-
laporan lainnya dari Direksij

- Mengawasi pelaksanaan 'Rencana Kerja dari Anggaran
Perusahaan serta menyampaikan hasil penilaiannya

kc.:,pa,da Bupati Kepala Daerah dengan tembusan kepada
Direksi Perusahaan Daerah;

Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan dan dalam
hal perusahaan menunjukkan gejala kemunduran, segera

r(;niz;r)fgrl;annya kepada Bupati Kepala Daerah dengan
al saran mengenai langkah i S
di temput; g perbaikan yang harus

d. Memberikan pendapat dan saran ke

Daerah dengan tembusan kepada Direksi Perusahaan

Daerah mengenai setiap masalan lainnya yang dianggap

penting bagi pengelolaan Perusahaan;

pada Bupati Kepala
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Melakukan LURAS-1UZas pengaw e

Nt W N lain vane
an oleh Bupati Kepala Daeral . ,

K

Meﬂﬂ)p111<nlw laporan kepada Bupat i Kepala [ |
. 1, - ' g o PR acral e
perkala (Triwulan dan Tahung n) ey

5
SO7 1.-:;1.

~ ! » pacda  get
waktu yang diperlukan mengenai p“"‘""mf'ml,.-i—.,n s
o ) I N } ’ - Jell g e 'I'fﬂf'ij"‘-’
haan Dael ah dan hasi] pelaksanaan tuese “"th;- e
HBAs Dddan Pengns .

was Perusahaan Daerah,

Pasal 27

palam melaksanakan tugas sebagaimana dj )
pasal26 Peraturan Daerah ini, imaksud

memperhatikan :

a. Pedoman dan petunjuk-petunjuk Bupati Kepala Daerah

dengan senantiasa memperhatikan efisiensi Perusahaan;

)

b. Ketentuan dalam peraturan pendirian Perusahaan Dherah
serta Kketentuan Peraturan Perundang-undangan yang

berlaku;

pada
Badan Pengawas wa Jib

c. Pemisahan tugas Pengawas dengan tugas pengurusan
Perusahaan Daerah yang merupakan tugas dan tanggung
jawab Direksi;

Pasal 28

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya Badan Pengawas
mempunyai wewenang sebagai berikut :

a. Melihat buku-buku dan surat-surat dokumen-dokumen
lainnya, memeriksa keadaan Kas (untuk keperluan
ferifikasi) dan memeriksa kekayaan Perusahaan;j

b. Memasuki pekarangan-pekarangall, gedung-gedung  dan
kantor yang digunakan Perusahaan;

n dari Direksi Perusaha-

C. Memi ' —-penj
eminta penjelasan-penjelasa angkut pengelo

an mengenai segala persoalan yang meny
laan Perusahaan;
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\ r ¢ w (3 A 16 . e
d. Maminta Direksi dan atau Pe jabat |-ll!”f'?.;' 'f-'ilv,.u,
. : #yile annehadl ]l Fapa I
pengetahuan  Direks] untuk  mengha ' Ldﬂan
Pengawas,
dan memberikan  pandang,

e. Menghadiri rapat Direksi e ,
k | 1] yang dibicarakan;

pandangan terhadap hal-h

1u sebagaimana diatur (J;,‘]am

f. Hal-hal yang dianggap per
s | ahaan Daerah.

Peraturan Pendirian Perus

Pasal 29

kurang-kuran
(1) Badan Pengawas mengadakan rapat se gnys
3 (tiga) bulan sekali dan bila sewaktu-waktu dipep_

lukan;

(2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal inj
dibicarakan hal-hal yang berhubungan dquan Perusa-
haan sesuai dengan tugas pokokv, fungsi dan hak

serta kewajibannya; .

(3) Keputusan rapal Badan Pengawas diambil atas dasar
musyawarah untuk mufakat; ‘

(4) Untuk setiap rapat dibuat risalah rapat.

Pasal 30

Untuk membantu kelancaran pelaks

. anaan tugas Badan Pe -
ngawas B_upatl -Kepala Daerah dapat menggangkat seorang
Sekretaris dari Anggota Badan Pengawas;
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(1)

-_—

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

N N ‘
bat pvwéginﬁs{. ‘ 1‘?13?5?m1dalmn'f%§§3;23

nya L\-\rhukmn;l“fznn:@I‘q,hs'[nstansi( ;;i;jnfur—m?m“- LEJa:
ahli vang d‘ian?:i”gan Perusa.haa;{ Lﬂ@?% }\egl%l,aﬁga
tugas Badan Pen;z:vss Cakap dap n‘am;;;u i'ro??f}is;_i;i;n

Bupati g
e
sebaga i ‘pala crah - secarq ©X-0fficio mep-
. 8aWaS atay gapgs Lo O20AL

15 + i
Capat menun sy

Ua Badap Pengawas . nJjuk

Mmempunya i dedikasi, ! @t dari tenags
s uan untuk men - memg
Kepala Docran mengesei Kb iekcansan B
Perusahaan Daerah. Sawasan:

Disamping Syarat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal

ini Anggota Badan Pengawas tidak dibenarkan memiliki
kepentingan yang bertentangan atauy mengganggu kepenti
ngan Perusahaan Daerah. - E

Pasal 33
Anggota Badan Pengawas berjumlah sekurang-kurangnya

2 (dua) orang dan Sebanyak-banyaknya 5 (1ima) orang
yang terdiri dari Ketua dan Anggota Badan Pengawas.

Masa jabatan Anggota dan Ketua Badan Pengawas ada -
lah 3 (tiga) tahun.

Anggota Badan Pengawas setelah selesai masa ,jaba’_cax_l 2
nya sebagaimarna dimaksud pada ayat (2) Pasal_ml |
dapat diangkat kembali dengan tetap memperhatikan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Pera-
turan Daerah ini.
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pasal 34

Antars sesama Anggota Badan Pnngﬁwag ?HTp?nszra HHQHOQ
H;'m:m Pengawas  dengan ”“"’k-‘;? tidak "; "{.’-‘ ’i‘ }jlllhrm;;.:;,‘r
keluarga sampai derajat .kntlza, -hi]‘= TJ?:rj} gar|,
lurue nﬁnplm EFH“]'.Q koesampl ng T,‘;?TTI’HSU{ .I’T‘.l;:ﬂ«;,l:)],’l dan Jr-'-'ﬁ}”'
Jika wmetelah pengangkatan mereka masuk dalam huh‘-’”gar
keluarga vang terlarang itu, rpaka untu'k rr.e]::a‘n_-]'uthn
Jubatan nya itu diperlukan ijin tertulis 'Ja”ﬁumm
Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan dari Pea
t vang berwenang.

Pasal 35

Apabila Bupati Kepala Daerah bependapat bahwa anggoty _
anggota atau salah seorang anggota Badan Pengawas seto_
lah menjabat beberapa waktu ternyata tidak atau tidgy
dzpat menjalankan tugasnya dengan baik, maka Bupati
Kepala Daerah dapat memberhentikannya setelah mendapat
persetujuan dari Pejabat yang berwenang.

Pasal 36

(1) Anggota Badan - Pengawas tidak dibenarkan merangkap
Jabatan lain pada Badan Usaha Swasta yang dapat
menimbulkan pertentangan kepentingan secara largsug

maupun tidak langsung dengan kepentingan Perusahaan
Daerah yang bersangkutan,

(2) Pejabat yang berwenan
an dari
Pasal ini.

g dapat memberikan pengecuali-
ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1)

Pasal 37

Semua pembiayaan dalam
Pengawas dibebankan Pe
kutan,

rangka Pelaksanaan Tugas Badal
rusahaan Daerah yang bersang
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Pasal 38

pengangkatan dan pemberhentian Badan Pe

oleh Bupati Kepala Daerah. ngawas diatur

Pasal 39

(1) Pembinaan terhadap Perusahaan Daerah Air Minum
dilakukan oleh Bupati Kepala Daeranh.

(2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana, dimaksud

ayat (1) Pasal ini, Bupati Kepala Daerah dibantu
oleh Sekretaris Wilayah/Daerah.

Pasal 40

(1) Bupati Kepala Daerah menetapkan Peraturan Daerah
tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum dan
berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat
yang berwenag. '

(2) Bupati Kepala Daerah melakukan penguasaan terhadap

Perusahaan Daerah Air Minum yang berhubungan dengan
hak, wewenang dan kekuasaan Pemerintah Daerah seba-

gaipemilik.

Pasal 41

Bupati Kepala Daerah menetapkan Peraturan Daerah ten-
tang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian Perusahaan
Daerah Air Minum dengan berpedoman pada ketentuan per -
aturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

() Bupati..Kepala, Daerah mengangkat dan memberhentikan
Ketua dan Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah
Air Minum.
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(2) Bupati Kepala Daerah mengangkat dan memberhep L,
Ketua dan Anggota Direksi Perusahaan  Daerap
Minum,

i
Lp

(3) Pengangkatan Ketua/Anggota Badan 'f"““‘_"‘”"""‘ ""“_l Ang
gota Direksi Perusahaan Daerah /\'Il N{lmnn h(‘i).‘l[.{:limrl_ﬁ
na dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini, g )
lakukan oleh Bupati Kepala Daerah setelah MeENcapy ¢
persetujuan Prinsip dari pejabat yang berwenang,

Pasal 43

Bupati Kepala Daerah melakukan Pelantikan dan pengambi |
an sumpah Jabatan terhadap Ketua/Anggota Badan Pengaw:lg
dan Anggota Direksi Perusahaan Daerah Air Minum sebelyy,
menjalankan tugasnya sesual dengan ketentuan peraturgy
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

(1) Bupati Kepala Daerah menetapkan Honorarrium Ketua/

Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum
sesual dengan kemampuan Perusahaan Daerah.

(2) Bupati Kepala Daerah menetapkan gaji, penghasilan-
penghasilan lainnya bagi Anggota Direksi Perusahaan
Daerah Air Minum berdasarkan ketentuan-ketentuan
pokokkepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum sesuai

dengan Kemampuan dan menurut prinsip-prinsip per -
usahaan.

(3) Bupati Kepala Daerah menetapkan pokok-pokok pengeaj

an dan penghasilan bagi pegawal Perusahaan Daerah
Air Minum.
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g

b Pasal 45
epala  Daerah menetapk N
).‘ﬂ,i K " apkan Stru e
}fﬁtﬂsnhnun Daerah Air Minum. kKtur Organisasi

Pasal 46

pupati Kepala Daerah atas usyl B

) me[?l‘berhentikan untuk sementara Aigggtzegﬁgizidagat
diduga telah melakukan tindakan yang' me}-ugsi[kg
perusahaan Daerah Air Minum atau tindakan yang
bertentangan dengan kepentingan Negara dan ata:
‘kepentingan Daerah serta memberitahukan pemberhenti
an sementara itu secara tertulis kepada Anggota

Direksi yang bersangkutan disertai alasan-alasan
yang menyebabkan tindakan itu.

(2) Dalam hal seluruh Anggota Direksi deberhentikan untuk
sementara oleh Bupati Kepala Daerah, maka Bupati
Kepala Daerah dapat menunjuk seorang atau lebih dari
Anggota Badan Pengawas untuk menjalankan tugas-tugas
Direksi.

(3) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan
sesudah pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini, Badan Pengawas
harus mengadakan sidang dimana Anggota Direksi yang
bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri.

—— T r

. (4) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan
sesudah sidang Badan Pengawas sebagaimana dimaksud
dalam ayat (3) Pasal ini, Bupati Kepala Daerah
menetapkan lebih lanjut status Anggota Direksi yang
bersangkutan diberhentikan seterusnya atau dibatal-
kan pemberhentian sementaranya. Bupati Kepala Daerah
harus memberitahukan keputusannya kepada Anggota
Direksi yang bersangkutan, jika pemberitahuan ten-

) Ao 12 e B SR Ty

it

: tang pemberhentian itu tidak dilakukan maka pem?érj
hentian sementara anggota Direksi dimaksud menjadi
batal.
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L0 Bupati Kepala Daerah merehabilitir /j\ng;{ol;;s. Dir-r_.p_,;.l
vang pemberhentian s(-mmn,n.r’n.nya. (.'h ba.t,a,]‘k;n.n aty,
menjadi  batal baik karena Bupati Kepala DF””“?H
.\.jdﬁk memberi tahukan  keputusannya  terhadap ”-'ﬁ'u'l
sidang Badan Pengawas maupun karena Badan Pengaw%
tidak mengadakan sidang.

Pasal 47

(1) Bupati Kepala Daerah menetapkan penyimpanan Uang
Perusahaan Daerah Air Minum pada Bank Pembangman
Daerah atau Bank Pemerintah lainnya.

(2) Bupati Kepala Daerah menetapkan peraturan tentap
penggunaan dana penyusutan dan cadangan tujuap

setelah mendengar pendapat/pertimbangan Badan Peng,
was.

(3) Bupati Kepala Daerah . memberikan’  persetujuan
terhadap pengeluaran obligasi dan. atau penerimaap
‘pinjaman-pinjaman jangka panjang oleh Perusahaap
Daerah Air Minum dan memberikan persetujuan terhs-
dap rencana kerjasama dengan pihak ketiga setelap
me ndengar pendapat/pertimbangan Badan Pangawas.

Pasal 48

Bupati Kepala Daerah mengesahkan rencana Anggaran Peru-
sahaan (RAP) selembat-lambatnya sebelum Tahun Buku baru
berjalan dan Laporan Keuangan Tahunan setelah tahun
buku berakhir yang diterima dari Direksi dengan mende-
ngar pendapat/ pertimbangan Badan Pengawas.

Pasal 49
(1) Bupati Kepala Daerah menyampaikan Anggaran Perusa-
haan (AP) dan Laporan Keuangan Tahunan (Neraca dan

Perhitungan Rugi/Laba) yang telah disyahkan sebagal
mana dimaksud dalam Pasal 48 Peraturan Daerah ini
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kepadﬂ Pejabat yang *Mﬂvmnang selamhat-]ambhatriyva
dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, |

(2) Laporanflgporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
pasal 1Nl disampaikan oleh Bupati Kepala'LMETah
“kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa

Tengah .

Pasal 50
(1) Bupati Kepala Daerah menetapkan Peraturan Daerzh
tentang Pembubaran Perusahaan Daerah Air Minum dan
herlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat

yang berwenang serta menunjukkan likwiditasnya
dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerzh.

(2) Bupati Kepala Daerah memberikan pembebasan tanggung
jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan
oleh likwidatur.

(3) Dalam hal likwidasi, Pemerintah Daerah bertanggung
jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga.
Pasal 51

Bupati Kepala Daerah memerlukan'persetujuan dari Peja-
bat yang berwenang terhadap hal-hal sebagai berikut :

a. Semua kegiatan penyerdhan dan atau pemindahtanganan,
pembebasan dan atau penghapusan aktiva tetap perusa-
haan.

b. Mengadakan kerjasama patungan (Join venture) yang
berdasarkan Penanaman Modal Asing (PMA) .

c. Mengadakan pinjaman luar negeri (Kredit Luar Negeri)

d. Mengadakan usaha kerjasama dengan pihak ketiga untuk
- jangka waktu yang melebihi 5 (lima) Tahun.

140

Scanned with CamScanner



Y

BAB VI1I
TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RuGy

Pasal 52

(1) Semua Karyawan Perusahaan Daerah Air Minum termagyy
Anggota Direksi yang dalam kedudukannya yang tidak
dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat ber_
harga dan barang-barang persediaan yang karens
tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewa.—
jiban dan tugas yang dibebankan kepada mereks
langsung atau tidak langsung telah menimbulkan
kerugian bagi Perusahaan Daerah Air Minum diwajib-
kan mengganti kerugian tersebut.

(2) Ketentuan-ketentuan tentang: tuntutan ganti rugi
terhadap Pegawai Negeri yang berlaku Jjuga kepada
Karyawan Perusahaan Daerah Air Minum.

(3) Semua Karyawan Perusahaan Daerah Air Minum yang
dibebani tugas penyimpanan pembayaran atau penyerah
an uang dan surat-surat berharga milik Perusahaan
Daerah Air Minum yang disimpan didalam gudang atau
tempat penyimpanan yang khusus yang semata-mata
digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberi-
kan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugasnya

kepada Direksi yang ditunjuk oleh Bupati Kepala
Daerai..

(4) Karyawan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini
tidak perlu mengirimkan pertanggung jawaban mengenai
cara mengurusnya kepada Badan Pengawas.

Tt_mtutan ganti rugi terhadap karyawan tersebut
dilakukan menurut ketentuan yang berlaku.

(5) Surat—gurat bukti dan surat lainnya bagaimanapun
Juga sifatnya yang termasuk kategori Tats Buku dan
Administrasi Perusahaan disimpan ditempat Perusahean
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ah Air Minum atau ditempat 1, ,
Daelalsupati Kepala Daerah kecyy; j (T JA0% ditun jug

IC’h : “k.’i until -
qua dipindahkan ke Ii'ldan'pongawas dale jrfm s
te a perlu untuk Kkepentingan suat 1a] o

BAB VII]
KEPEGAWAT AN

Pasal 53

s : kat dan memberh i
(1) pireksi mengang. ernentikan karyawan ata
pekerja Perusahaan Daerah Air Minum menuryt Peratu?

an Kepegawalan Perusaha’an.yang disetujui oleh Bumti
Kepala Daerah dengan pertimbangan Badan Pengawas.

(2) Kedudukan hukum dari gaji, pensiun dan sokongan
serta penghasilan lain dari Direktur Utama, Direktir-
direktur dan Karyawan/Pekerja Perusahaan Dzerah Air
Minum pelaksanaanya diatur dengan Keputusan Bupati
Kepala Daerah berdasarkan ketentuan-ketentuan pokok
Peraturan Gaji yang berlaku.

BAB IX
ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

Pasal 54

(1) Sehmbat—lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum '!:a.hun

mulai berlaku maka oleh Direksi dikirimkan

Rt_-:‘ncana Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum untul;

dimintakan persetujuan Bupati Kepala Daerah melalul
an Pengawas.

] 2 ?embahan Anggaran yang terjadi dalam perjalanzrj
~"ahun Buku yang bersangkutan harus mendapat Pers
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tujuan terlebih dahulu dari Bupati Kepal,
melalui Badan Pengawas. gy

(3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sesudah Perm;
Nt

an persetujuan tersebut pada ayat (2) Paggy .

diajukan dan oleh Bupati Kepala Daerah tiqgy di
ia
ran fdak’ir

keberatan secara tertulis, perubahan anggy
but dianggap telah disahkan. g,

BAB X
PELAPORAN

Pasal 55

Direksi Perusahaan Daerah Air Minum wajib menyampajkap
laporan Keuangan Tahunan, Triwulanan dan laporan berks.
la lainnya sesuai batas waktu yang ditetapkan menuryt
ketentuan Peraturan Daerah dan Ketentuan Perundang_
undangan yang berlaku kepada Bupati Kepala Daerah de-
ngan tembusan kepada Badan Pengawas.

Pasal 56

Bupati Kepala Daerah wajib menyampaikan hasil penilaian
atas hasil laporan Keuangan Tahunan serta laporal
lainnya dari setiap Perusahaan Daerah kepada Pejabat
yang berwenang dalam batas waktu selambat-lambatnya J
(tiga) bulan setelah menerima laporan dari direks!
Perusahaan Daerah Air Minum yang bersangkutan.

Pasal 57

(1) Laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

dan 56 Peraturan Daerah ini disampaikan tepat pad?
waktunya.

(2) Bentuk laporan pelaksanaan tugas sebagaimana djmaksud

dalam ayat (1) Pasal ini dit ti Kep?
la thel i etapkan oleh Bupa |
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BABR xi

? pENETAPAN PENGGUNAAN 1app
JASA PRODUKS |

SERTA PEHHHRIAN

Pasal 58

| n lab ' -
g (1) Penggunaa a bersih diatyr sebagai berilkyut .

a. Untuk Anggaran - Pendapgt
Belangja Daerah vALan dan

; 25 %
g b. Untuk Cadangan Umum 20 @
0

: c. Untuk Pembinaan dan Pengendalian
Perusahaan Daerah Air Minum 10 @
/0
d. Untuk Jasa Produksi 10 g

e. Untuk Cadangan Sosial dan Pendidikan 5 9

(2) Penggunaan laba bersih untuk cadangan umum bilamana
telah tercapai tujuan dapat dialihkan kepada peng-
gunaan lain dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah
setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas.

(3) Cadangan diam dan atau rahasia tidak boleh diadakan

BAB XII
TAHUN BUKU
% ~ Pasal 59
i Tahun Buku Perusahaan Daerah Air Minum adal_ah Tahun

Takwin .
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BAR XT1]
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 60

(1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diserahkan kepg,
Ragian Perekonomian. -

(2) Pengawasan atas Pelaksanaan Peraturan Daerah ing
ditugaskan kepada Inspektorat Wilayah Kabupater ’Jar‘q
Bagian Hukum.

(3) Untuk menunjang kegiatan operasional dan Pengawasy,
nya diberikan biaya operasional yang besarnya g

ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belan:,
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Suoharjo. ’

BAB X1V
PEMBUBARAN

Pasal 61

(1) Pembubarfﬁn Perusahaan Daerah Air Minum ditetapkan
dengan rferaturan Daerah,

(2) d:lsel?uad:k Keiiayaa{l Per_‘usahaan Daerah Air Minum setelah
an likwidasi menjadi milik Pemerintah Daerah.

(3) Pertanggung Jawaban 1ikwi '
lkwidasi dilaksanakan oleh
Badan Pengowag kepada Pemerintan Daerah,

( N . . .
(4) ?ﬁ:ﬁ haJ' 11;'1kw1<:1a.sl, Pemerintah Daeran bertanggung
atas kerugian yang diderita oleh pihak

145

Scanned with CamScanner



AR XV
PENUTUOP

Pagal 62

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerap
ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepaia
paerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar Supaya setiap orang dapat mengetahuinya meme-
rintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
TingKat -11 SuKohar jo.

Sukohar jo,29 Desember 1590

DEWAN PERWAKTTAN RAKYAT DAERAH  BUPATI KEPALA DAFRPAH TINGKAT TT
KABUPATEN DAERAH TINGKAT TII

SUKOHARJO SUKCHARJO
KETUA
ttd ted
DJOKO WALUJO, BA Drs. SETYAWAN SADONO
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DISAHKAN

Dengan Keputusan Gubermir
Kepala Daerah Tingkat 9
Jawa Tengah

Tanggal 3 Juni 1291 No. 188.3/221/1991

An. SEKRETARIS WILAYAH DAFRAH TINGKAT 1
JAWA TENGAH
Kepala Biro Hulqm

ttd

SARDJITO, SH -
NIP. 500 0% 373

DIUNDANGKAN

Dalam Lembaran Dae_réh Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo
- Nomor 15 Tanggal 24 Juni 1991 Seri D No. 7
' SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

ttd

Drs. SOETJIPTO
NIP. 500031518
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